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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya dengan berancka-
ragam makhluk hidup di dalamnya, serta mereka dijadikan berpasang-
pasangan. Salah satu ciptaan-Nya diciptakannya laki-laki dan perempuan,
dan diharapkan diantara mereka terjalin rasa cinta, kasih dan sayang. Adalah
pernikahan dipilih sebagai jalan untuk melestarikan keturunan.'

Pernikahan sejatinya adalah bentuk penghalalan dari segala sesuatu
yang sebelumnya diharamkan oleh syariat. Sebagaimana dalam al-Qur’an

surat an-Nur ayat (30-31):
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Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah
mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang
demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa
yang mereka perbuat". Dan katakanlah kepada para perempuan yang
beriman: "Hendaklah mereka menjaga pandangannya, dan kemaluannya, dan
janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang
(biasa) nampak dari padanya ....>
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Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan kepada laki-laki dan
perempuan beriman untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan
karena dapat menyucikan diri mereka. Maka sebagai bentuk penjagaan Allah
SWT, pernikahan adalah solusi agar hal-hal yang diharamkan bagi laki-laki
dan perempuan beriman menjadi halal dan bernilai ibadah.

Nikah secara bahasa berarti al-jam‘u dan al-dammu yang artinya
kumpul. Secara terminologi pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki
dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua
belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk
mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang
dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.’

Ali al-Qa’imi dalam 7akwin al-‘Usrah fi al-Islam, yang dikutip oleh
Rosidin mengatakan adanya pernikahan dilatarbelakangi oleh faktor
ketertarikan terhadap lawan jenis yang merupakan fitrah manusia. Bukti
ketertarikan adalah eksistensi manusia, adanya cinta dan ketertarikan antar
jenis merupakan ekspresi dari kehendak Allah SWT demi kontinuitas
eksistensi manusia. * Dengan kata lain, Allah SWT menghendaki kontinuitas
eksistensi manusia dan kehendak ini tampak pada manusia dalam bentuk
cinta dan ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu
pernikahan pada dasarnya adalah melaksanakan tugas ketuhanan (wazifah

ilahiyah).

3 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty,
2007), 8
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Dewasa ini, dimana umat Islam semakin jauh dari nilai-nilai agama
ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang semakin tak terbendung. Dan
akibat pergeseran sosial, kebiasaan pacaran di kalangan remaja masa kini
menjadi terbuka, sehingga menjadikan manusia bebas melakukan apapun
tanpa batas dan melampaui batas kepatutan.’

Pergaulan bebas tersebut, kini menjadi tren (gaya terbaru) hidup
remaja masa kini. Kadangkala seorang remaja menganggap perlu pacaran
untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya melainkan sebagai
pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Beberapa kasus
yang diberitakan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat
pergaulan bebas atau bebas bercinta (free love) tidak jarang menimbulkan
hamil pranikah, aborsi, bahkan akibat malu di hati, bayi yang terlahir dari
hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja sechingga tewas.’

Tidak jarang para orang tua yang telah mengetahui putrinya telah
melakukan perbuatan maksiat tersebut mereka ingin secepatnya menikahkan
putrinya demi menutupi aib tersebut. Kemudian apabila mereka akan
dinikahkan demi menutupi aib tersebut, bagaimana hukumnya ia menikah
dengan seorang yang dizinainya atau menikah dengan orang lain yang tidak
pernah berzina? Adakah larangan dalam Islam mengenai masalah ini?

Dalam hukum Islam, Zina adalah melakukan hubungan kelamin antara

pria dan wanita tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah. Hubungan seks

> Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat... , 21
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tersebut tanpa dibedakan apakah yang melakukannya gadis, jejaka, bersuami
atau janda, beristeri atau duda.”

Hukum Islam melarang perbuatan zina dengan pernyataan yang sangat
keras. Bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan didahului dengan larangan
agar sekali-kali jangan mendekati zina.® Larangan tersebut ditegaskan dalam

firman Allah SWT surat A/-Isra’ayat (32):
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Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; zina itu sungguh suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.’

Ayat di atas melarang segala perbuatan yang dapat membawa kepada
terjadinya perzinaan. Zina baru akan dilakukan setelah terlebih dahulu
melakukan pendahuluannya, seperti —memegang-megang, memeluk,
mencium, dan lain sebagainya. Zina merupakan perbuatan keji dan jalan
yang terkutuk. Karena itu, manusia yang normal dan sadar akan
kedudukannya sebagai makhluk yang paling indah dan mulia yang diciptakan
Allah, pasti akan berpendapat bahwa menyalurkan seks secara bebas (free
seks) merupakan perbuatan dan cara binatang.

Pergaulan bebas antara pria dan wanita seringkali merupakan penyebab
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yakni melakukan perzinaan yang
pada gilirannya mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Kasus-kasus seperti

ini tidak sedikit dan menjadi problem yang tak dapat tidak harus dicarikan

7 Agus Salim, Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam, Jurnal
Ushuluddin Vol. XVII No. 2, Juli, (Riau: UIN Suska, 2011), 134

® Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat... , 22

? Kementerian Agama RI, A/-Qur’an & Terjemah ... , 285



solusinya, karena menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat,
terutama anggota kerabat dan para orang tua yang bersangkutan.

Dari sudut sosiologis, karena merasa malu maka orang tua yang
kebetulan putrinya hamil di luar nikah, berusaha semaksimal mungkin
supaya cucunya yang akan lahir mempunyai ayah. Untuk itu mereka
berusaha menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, baik yang
menghamilinya maupun bukan.

Dalam Islam tidak semua wanita boleh dinikahi, ada juga wanita-
wanita yang dilarang untuk dinikahi.'' Hal ini sudah termaktub dalam firman

Allah SWT surat an-Nisa’ ayat (23):
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Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu
yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang

10 Agus Salim, Menikahi Wanita Hamil Karena Zina ..., 131
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menyusui kamu; saudara-saudara perempuanmu sepersusuan; ibu-ibu
isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam
pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum
campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa
kamu (menikahinya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu
(menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. '

Pada garis besarnya, wanita yang terlarang untuk dinikahi itu dapat
dibagi menjadi dua; Pertama, yaitu terlarang untuk selama-lamanya (tahrim
mu’abbad). Termasuk tahrim mu’abbad ialah terlarang karena keturunan (na
sab), karena menikahi seorang wanita (musaharah), dan karena susuan
(rada’ah). Kedua, terlarang untuk sementara (fafrim mu’agqat). Termasuk
tahrim mu’agqgat ialah karena mengumpulkan dua orang wanita yang ada
hubungan muhrim, karena terikat oleh orang lain, wanita-wanita musyrik,
karena dicerai tiga kali, dan karena mengawini lebih dari empat orang."

Kemudian ada juga wanita-wanita yang masih diperselisihkan untuk
dinikahi, di antaranya ialah wanita yang pernah berzina.'* Mengenai
pernikahan perempuan yang telah berzina, ulama berbeda pendapat dalam
menanggapinya. Ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula
sebagian ulama yang membolehkan menikahi perempuan yang telah berzina.
Dan ada juga para ulama yang berbeda pendapat mengenai kebolehan
seorang laki-laki yang tidak berzina menikahi perempuan yang telah

.15
berzina.
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Dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat (3) disebutkan:
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Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan
perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang

berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki
musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.'®
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Dalam ayat di atas walaupun telah sarih (jelas) pelarangan atas
menikahi seseorang yang telah berzina baik laki-laki atau perempuan kecuali
sesama orang yang telah berzina. Ayat tersebut dipahami oleh para ulama
dengan tanggapan dan pemahaman yang berbeda-beda, hal ini disebabkan
oleh sudut pandang yang berbeda dalam memahami sebuah nas al-Qur’an.

Mazhab Az-Zahiriyah melarang menikahi wanita yang pernah berzina,
pendapat ini sejalan dengan sahabat Ali r.a., al-Barra’, Aisyah, dan Ibnu
Mas’ud, hal ini berdasarkan zahir-nya surat an-Nur ayat (3) di atas. Menurut
pendapat ini, yang menunjukkan atas keharaman dan larangan yaitu lafal /a
yankihu dan pada akhir ayat ditegaskan dengan lafal wahurrima zalika ‘ala
al-mu’minin. Sementara jumhur ulama baik dari kalangan sahabat Abu
Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas r.a. maupun dari kalangan ulama generasi
sesudahnya seperti: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah
membolehkan menikahi wanita yang pernah berzina. Mereka jumhur ulama
mengartikan lafal “/a yankihu’ pada ayat tersebut larangannya tidak sampai

batas keharaman, tetapi hanya sebatas kemakruhan. Kemudian jumhur

'® Kementerian Agama RI, A/-Qur’an & Terjemah ... , 350



berpendapat lafal “wahurrima zalika ‘ala al-mu’minin” maksudnya adalah
perzinaan itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Lafal zalika (isim
isyarah) musyar ilaih-nya menurut mereka adalah perzinaan bukan
pernikahannya, sehingga yang diharamkan itu perzinaanya bukan
pernikahannya. '’

Beralih pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa
dalam masalah ini UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak
mengatur (tidak ada pasal) yang berkaitan dengan masalah yang kami bahas
ini, yakni tentang pernikahan perempuan yang telah berzina.'"® Kemudian
dalam KHI terdapat pasal yang berkaitan dengan masalah ini, yakni terdapat
pada pasal 53 ayat 1 sampai 3 tentang Kawin hamil, yang berbunyi:"

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria

yang menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil,
tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung
lahir.

Dalam KHI ini, secara eksplisit hanya mengatur bolehnya pernikahan
laki-laki yang menghamili perempuan dengan perempuan yang telah hamili,
sebagaimana yang tercantum dalam ayat 1. Sedangkan bagi laki-laki yang
tidak menzinainya (orang lain) apakah boleh menikahi perempuan tersebut

atau tidak? Hal ini masih belum diatur dalam pasal ini. Sehingga, perlu

adanya penegasan dalam KHI, apakah laki-laki lain (yang tidak

"7 As-Sabuni, Muhammad Ali, 7afsir Ayat al-Ahkam, Jilid 2, (Bairut: Dar Ibnu Abbud, 2004), 36
¥ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...., 33
' Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 16



menghamilinya) boleh menikahi perempuan yang tidak dihamilinya? Atau
sebaliknya, yakni hanya boleh pada yang menghamilinya saja?

Menurut penulis, dalam pasal 53 KHI tersebut memang tidak mengatur
secara eksplisit apakah perempuan yang hamil di luar nikah boleh
dikawinkan dengan pria lain selain yang menghamilinya. Tapi, dari
ketentuan Pasal 53 ayat (1) KHI secara tidak langsung membuka
kemungkinan perempuan yang hamil di luar nikah untuk tidak dikawinkan
dengan pria yang menghamilinya atau dikawinkan dengan pria selain yang
menghamilinya. Karena, norma hukum yang ada dalam pasal tersebut
bersifat kebolehan (menggunakan frasa “dapaf”) dan bukan keharusan.?

Pernah terjadi kasus pembolehan pernikahan perempuan yang berzina
dengan bukan laki-laki yang menzinainya oleh tokoh agama di Desa
Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Pembolehan pernikahan tersebut
ternyata oleh sebagian masyarakat di desa tersebut diragukan sehingga
menimbulkan keresahan di masyarakat dan adanya fitnah di desa tersebut
bahwa menurut mereka (masyarakat awam), tokoh agama yang
membolehkan pernikahan perempuan yang berzina dengan siapapun akan
mengakibatkan adanya anggapan dari masyarakat bahwa perzinaan itu
dibolehkan dikarenakan adanya pendapat tersebut. Lebih-lebih tokoh agama
tersebut pernah mengatakan wanita hamil di luar nikah boleh menggugurkan
kandungan yang belum sampai umur 4 bulan, walaupun memang ada ulama

yang mengatakan demikian.

20 Ibid.
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Berikut  petikan  inferview yang dilakukan penulis  ketika
mewawancarai salah satu masyarakat yang tidak setuju terhadap pernikahan
tersebut:

Bhunali (45) mengatakan: “Jelas nikah wanita hamil dengan selain
yang menghamili tidak sah mas, sebab kaitannya dengan nasab anaknya
nanti bagaimana? Wali nikah anaknya ketika akan menikah siapa, terus ahli
warisnya juga. Apalagi perbuatan zina itu adalah perbuatan yang dibenci
oleh Allah, salah satu dasarnya ya tadi mas menyangkut kejelasan anak.”'

“Madharatnya lebih besar pernikahan seperti itu, yang saya
khawatirkan di tengah jalan, nanti timbul fitnah sana-sini, yang jelas kasihan
anaknya mas. Jadi, lebih baik tidak diperbolehkan nikah seperti itu sebab
madharatnya lebih besar dari manfaatnya, lagi pula juga berakibat pada
pemuda-pemuda disini jika pernikahannya itu diperbolehkan pemuda-
pemuda disini menganggap perzinaan itu ringan karena tidak ada pemberatan
terhadap orang yang telah melakukan perzinaan. Sehingga, dikhawatirkan
pemuda-pemuda yang lain juga akan melakukan perzinaan itu, sebab tidak
ada pemberatan terhadap pelaku zina.”*

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Bhunali, Abd. Mu’in (50)
mengatakan bahwa:

“Wa,, nikah seperti yang mas maksud jelas tidak diperbolehkan mas
dalam agama Islam. La.. nanti kalau janin yang sudah dalam rahim
bercampur dengan janin yang dihasilkan dari pria yang menikahi sekarang,
terus bagaimana mas, nasabnya ikut yang mana?*

Sementara itu, Shoimuddin (37) mengatakan bahwa:

“Nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili jelas tidak
diperbolehkan, sebabnya jelas mas. La.. masak nikah tujuannya hanya
sekedar menutupi aib, kan tidak seperti itu. La.. kalau tujuannya saja sudah
tidak sesuai dengan agama bagaimana bisa sah mas?”*

“Salah satu tujuan nikah dalam agama Islam yang paling pokok kan
untuk mendapatkan garis keturunan yang sah. Nah kalau yang dinikahi itu
sudah hamil dan janin yang dikandung adalah milik orang lain, terus tujuan
pokok nikahnya apa mas?”>

2! Bhunali, Wawancara, 7 Desember 2016
22 11

Ibid.
2 Abd. Muvu’in, Wawancara, 8 Desember 2016
4 Shoimuddin, Wawancara, 7 Desember 2016
 Ibid.
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Untuk menguatkan pendapat tokoh agama dan menghilangkan
keraguan dari masyarakat di desa tersebut. Maka, penulis menganggap
sangat perlu dan penting membahas permasalahan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penelitian ini, sangat
perlu untuk dibahas. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana
pandangan tokoh agama tentang kebolehan menikahi perempuan yang
berzina? Dan bagaimana pandangan tokoh agama tersebut apakah
menyimpang dari hukum Islam atau tidak? Dengan demikian penulis
menganggap perlu untuk melakukan penelitian ini dengan judul skripsi
“Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang
Kebolehan Menikahi Perempuan Yang Berzina di Desa Lergunong Kec.

Klampis Kab. Bangkalan”.

Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi
permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:
1. Terjadinya pergaulan bebas akibat teknologi modern dan pergeseran
sosial.
2. Maraknya hamil di luar nikah (perzinaan) akibat terjadinya pergaulan
bebas.
3. Hukum pernikahan perempuan yang telah berzina.

4. Perbedaan ulama tentang pernikahan perempuan yang telah berzina.
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5. Pandangan Tokoh Agama di desa Lergunong tentang kebolehan
menikahi perempuan yang berzina.

6. Adanya keraguan dan anggapan yang salah dari masyarakat di desa
Lergunong terhadap pendapat tokoh agamanya.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, agar sebuah penelitian bisa
fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah yang merupakan
batasan terhadap masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh agama Desa Lergunong tentang kebolehan menikahi
perempuan yang telah berzina.
2. Analisis pandangan tokoh agama tentang kebolehan menikahi perempuan

yang telah berzina berdasarkan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan
judul maupun latar belakang yang ada.’® Dalam penelitian ini terdapat
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang kebolehan menikahi
perempuan yang berzina di desa Lergunong Kec. Klampis Kab.
Bangkalan?

2. Bagaimana relevansi pandangan tokoh agama desa Lergunong tentang

kebolehan menikahi perempuan yang berzina dengan hukum Islam?

*® Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54
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D. Kajian Pustaka
Penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan

Tokoh Agama tentang Kebolehan Menikahi Perempuan yang Berzina di

Desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan” belum pernah diteliti.

Namun secara umum, terkait dengan penelitian tentang perempuan yang

berzina, telah ada beberapa penelitian yang dilakukan, namun

pembahasannya berbeda dengan bahasan yang ada dalam penelitian ini.

Adapun judul penelitian yang pernah diteliti adalah sebagai berikut:

1. “Studi Analisis terhadap Perkawinan antara pelaku zina menurut KUH
Perdata dan Hukum Islam” yang diteliti pada tahun 2006 oleh Mas
Shofiyah Silvi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi ini
mengkomparasikan KUH Perdata dengan Hukum Islam tentang hukum
perkawinan antara pelaku zina. Dalam KUH perdata dijelaskan bahwa
seseorang yang berzina dan telah dinyatakan salah karena berzina dalam
putusan hakim, tidak diperbolehkan kawin dengan kawan berzinanya.
Sedangkan dalam hukum Islam, jumhur ulama memperbolehkan
perkawinan antara pelaku zina. Selanjutnya dijelaskan bahwa titik temu
di antara keduanya dalam hal perkawinan antara pelaku zina adalah dapat
dilihat pada tujuan adanya larangan dan kebolehan perkawinan tersebut,
yang dalam hal ini untuk melanggengkan perkawinan.27

2. “Studi Komparatit tentang Iddah Perempuan Hamil Karena Zina

Menurut Imam Hanati dan Imam Hambali” yang diteliti pada tahun 2000

" Mas Shofiyah Silvi, “Studi Analisis terhadap Perkawinan antara pelaku zina menurut KUH
Perdata dan Hukum Islam”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), vi
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oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel
bernama: Sri Utami Yani Fatimah. Dalam skripsi ini, mengkomparasikan
pendapat Imam Hanafi dan Hambali tentang iddahnya perempuan hamil
karena zina. Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita hamil karena zina
tidak wajib beriddah, sedangkan Imam Hambali mengatakan wajib
beriddah. Faktor perbedaan pendapat dari keduanya bertumpu pada ayat-
ayat al-Qur’an yang mengkisahkan tentang iddah serta wanita yang
melakukan perbuatan zina.”®
3. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanita yang Dihamili Ayahnya dan
Dilimpahkan kepada Pria Lain untuk Menikahinya dengan Imbalan Uang
dan Waktu yang Ditentukan (Studi Kasus di Desa Temoran Kecamatan
Omben Kabupaten Sampang) ~ yang diteliti pada tahun 2013 oleh
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel bernama:
Moh. Makbul. Dalam Penelitian ini dijelaskan bahwa wanita yang
dihamili oleh orang tunya dan dilimpahkan kepada pria lain untuk
menikahinya dengan imbalan uang dan waktu yang ditentukan,
hukumnya tidak boleh karena hal itu termasuk nikah mut'ah (kawin

kontrak). Nikah mut'ah ini merupakan salah satu pernikahan yang

diharamkan Islam. Baik dalam Hadis, /jma’ para ulama telah

*Sri Utami Yani Fatimah, “Studi Komparatif tentang Iddah Perempuan Hamil Karena Zina
Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000), vi
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menyebutkan, bahwa jumhur ulama telah sepakat tentang haramnya
nikah mut ’ah, dan juga giyas.”’

4. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar
Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik” yang diteliti pada
tahun 2009 oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Ampel bernama: Afif Azhari. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa, dalam
melaksanakan pernikahan wanita hamil yang dilakukan oleh pihak KUA
Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah sesuai dengan hukum Islam
sebagaimana pendapat jumhur ulama yang membolehkan pernikahan
seorang wanita hamil oleh laki-laki yang menghamilinya. Selain itu
ikhtiar dan 7kAtiyat kepala KUA dapat memberikan kepastian hukum
bagi anak yang akan dilahirkan, karena KUA Kecamatan Cerme
Kabupaten Gresik telah melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar
nikah sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 KHIL*

Penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan tersebut, sangatlah berbeda
dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini
membahas dan menganalisis pandangan tokoh agama di Desa Lergunong
Kec. Klampis Kab. Bangkalan mengenai kebolehan menikahi perempuan

yang berzina. Jadi, dalam penelitian ini lebih ditekankan pada menganalisa

*Moh. Makbul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanita yang Dihamili Ayahnya dan
Dilimpahkan kepada Pria Lain untuk Menikahinya dengan Imbalan Uang dan Waktu yang
Ditentukan (Studi Kasus di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)”, (Skripsi-
-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), vi

% Afif Azhari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di
KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik 7, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), vi
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pandangan tokoh agama tentang kebolehan menikahi perempuan yang

berzina berdasarkan hukum Islam.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan pandangan tokoh agama tentang kebolehan pernikahan
perempuan yang telah berzina di Desa Lergunong Kec. Klampis Kab.
Bangkalan.

2. Menganalisis pandangan tokoh agama tentang kebolehan menikahi

perempuan yang telah berzina berdasarkan Hukum Islam.

Kegunaan Hasil Penelitian
Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat. Kegunaan
Hasil penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis,
yaitu ditinjau dari segi teoretis dan praktis.
1. Segi Teoretis
Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah hukum
Islam, khususnya tentang hukum pernikahan perempuan yang telah
berzina dalam hukum islam.
2. Segi Praktis
a. Penelitian bisa dijadikan rujukan dari gejala dan peristiwa yang
terjadi dimasyarakat luas, dan khususnya yang terjadi di Desa

Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan.
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b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam bidang hukum
keluarga Islam, dan dapat menguatkan pendapat tokoh agama dan
menghilangkan keraguan dan anggapan yang salah dari masyarakat

awam di Desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan
Tokoh Agama tentang Kebolehan Menikahi Perempuan yang Berzina di desa
Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Definisi operasional diperlukan
untuk memperjelas arah pembahasan yang diangkat. Agar dapat mengurangi
kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis menguraikan

pengertian judul penelitian. Uraian pengertian judul sebagai berikut:
1. Hukum Islam; seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah, sunnah
Rasul dan pendapat para ulama’ tentang tingkah laku mukallaf yang
diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang

beragama Islam.’’

Dalam hal ini menggunakan teori pernikahan
perempuan yang bezina (perbedaan pendapat ulama) dan teori maslahah
mursalah untuk menganalisis pandangan tokoh agama desa Lergunong
mengenai kebolehan menikahi perempuan yang berzina.

2. Pandangan Tokoh Agama; Pandangan; Pendapat terhadap suatu

masalah.’” Tokoh agama; orang yg terkemuka dan ternama dalam bidang

3 Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, ( Jakarta: Gia Indonesia, 2004), 12
32Mei‘[y Taqdir Qodratillah dkk, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta:, Kemendikbud,
2011), 389
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agama.”® Jadi, pandangan tokoh agama berarti: Pendapat tokoh agama
terhadap suatu masalah. Secara khusus dalam penelitian ini adalah
pendapat tokoh agama di Desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan
terhadap masalah hukum pernikahan perempuan yang berzina.

Berzina: melakukan perbuatan zina. Zina artinya: hubungan seksual
antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak atau belum diikat oleh
perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual
tersebut.*® Dalam Ensiklopedi Figh Umar bin Khatab r.a. dijelaskan
bahwa zina yaitu: persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf
(baligh), mukhtar (tidak terpaksa), tahu keharamannya, terhadap
kemaluan wanita yang dharamkan dan dia tidak punya hak kepemilikan

atau yang menyerupainya.>>

H. Metode Penelitian

Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara

melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk

mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan

analisis sampai menyusun laporan.*®

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field

research). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang

33 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. t.tp: t.t, t.t.
**Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Is/am, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996),

2026

3% Muhammad Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedi Umar bin Khatab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1999), 692
%% Chalid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1
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diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini
dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk
mengemukakan metode penelitian skripsi ini, sebagai berikut:
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data-data
tentang pendapat/pandangan tokoh agama Desa Lergunong Kec. Klampis

Kab. Bangkalan tentang kebolehan menikahi perempuan yang berzina.

Tokoh-tokoh tersebut yaitu: KH. Abd. Rofi’ Chalil (Pengasuh dan Ketua

Yayasan Miftahul Ulum), Ust. Syamsul Arifin (Pengasuh Pondok

Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in), dan Ust. Ahmad Maulid Qari’

(Pengasuh PP. Ash-Sholihi Tanwirul Afkar).

2. Sumber data
Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi
sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer, adalah: sumber data yang diperoleh secara
langsung dari subyek penelitian. Sumber data primer tersebut, data
yang diperoleh atas hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama
desa Lergunong.

b. Sumber data sekunder, dalam penelitian ini dokumen yang dapat
digunakan adalah penelitian-penelitian yang serupa yang telah
dilakukan di tempat berbeda dan atau informasi dari internet. Selain

itu juga beragam foto dan catatan laporan wawancara mengenai
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pandangan tokoh agama desa Lergunong tentang kebolehan menikahi
perempuan yang berzina.
Identifikasi Responden
Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah 3 tokoh Agama
Desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan, tokoh-tokoh tersebut
yaitu: KH. Abd. Rofi’ Chalil (Pengasuh dan Ketua Yayasan Miftahul
Ulum), Ust. Syamsul Arifin (Pengasuh PP. Tarbiyatul Mubtadiin), dan
Ust. Ahmad Maulid Qari’ (Pengasuh PP. Ash-Sholihi Tanwirul Afkar).
Mereka dipilih karena menurut penulis, mereka memiliki kompetensi
yang sesuai dengan penelitian ini.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat
menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan
pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data
yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Wawancara
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data wawancara terhadap beberapa tokoh agama desa
Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Hasil wawancara yang
diperoleh adalah alasan dan dasar hukum pandangan tokoh agama
desa Lergunong terhadap kebolehan menikahi perempuan yang

berzina. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang
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berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap
muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau
keterangan-keterangan.” Apabila wawancara bertujuan untuk
mendapat keterangan atau informasi maka individu yang menjadi
sasaran wawancara adalah informan. Wawancara dilakukan dengan
cara bersilaturahmi ke rumah tokoh agama dan sebagian masyarakat
yang meragukan terhadap pendapat tokoh agamanya.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu sumber untuk

memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian
yang pernah dilakukan.’® Dokumen yang digunakan dalam penelitian
ini adalah hasil catatan wawancara dan hasil foto dan dokumen-
dokumen yang lain.

Teknik Analisis Data

Setelah data telah dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan
dan dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis data.

Tehnik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data ialah
menggunakan analisis verifikatif yaitu teknik analisa data dengan cara
menjelaskan data sesuai dengan apa adanya. Dalam hal ini penulis
memaparkan pandangan tokoh agama desa Lergunong tentang kebolehan

menikahi perempuan yang berzina terlebih dahulu. Kemudian dianalisa

37 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.
3 Soerjono Soekanto, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Ul-Press, 1986),

201.
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dan diverifikasi dengan menggunakan teori hukum Islam yang ada pada
bab II, yakni teori pendapat madhahib al-arba‘ah tentang penikahan
perempuan yang berzina dan teori maslahah dengan menggunakan pola

pikir deduktif.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah alur dari struktur penelitian secara
sistematis dan logis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori tentang pernikahan perempuan yang
berzina yang terdiri dari pernikahan secara umum (pengertian, dasar hukum,
dan tujuan pernikahan), perzinaan dalam pandangan islam, pernikahan
perempuan yang berzina (perbedaan pendapat para ulama, dan dalil-dalil
hukumnya), dan teori maslahah mursalah.

Bab ketiga berisi data penelitian tentang pandangan tokoh Agama
Desa Lergunong terhadap kebolehan menikahi a/-zaniyah (perempuan yang
berzina) yang terdiri dari tokoh agama desa Lergunong yang membolehkan
menikahi al-zaniyah (perempuan yang berzina), dan pandangan tokoh agama

desa lergunong terhadap kebolehan menikahi a/-zaniyah.
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Bab keempat berisi analisis data penelitian tentang Analisis terhadap
kebolehan menikahi perempuan yang berzina menurut tokoh agama desa
Lergunong berdasarkan hukum Islam, yang terdiri dari analisis terhadap
pendapat tokoh agama, analisis terhadap argumen hukum tokoh agama,
analisis terhadap dasar hukum tokoh agama tentang kebolehan menikahi a/-
zaniyah.

Bab kelima berisi penutup meliputi kesimpulan yang dapat penulis

ambil dari keseluruhan isi skripsi, dan diakhiri saran dari penulis.



